
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 
2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN 
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG 
SOMBER PENDAPATAN DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 

· Barat Nomor 4 Tahun 2007 ten tang Alokasi Dana Desa, 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisine Penyusunan 
Peraturan Desa. 
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1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapakali terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan . Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601 ) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158); 



-2-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT 

dan 

BUPATI K0TAWARINGIN BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 3 
TAHUN 2007 TENTANG PED0MAN PENYUSUNAN 0RGANISASI 
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA, . PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 4 
TAHUN 2007 TENTANG AL0KASI DANA DESA, PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 8 
TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA 
DESA DAN PERANGKAT DESA, PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 9 TAHUN 2007 
TENTANG SUMBER· PENDAPATAN DESA, DAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 25 
TAHUN 2007 TENTANG PED0MAN PEMBENTUKAN DAN 
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA. 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 3); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin · Barat Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 4); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2007 Nomor 8); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 9); 
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e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 25) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 12 Juni 2017 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 13 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

MASRADIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 
NOMOR:4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! 
KALIMATAN TENGAH: 4,39/2017 

• 
denga aslinya 

ANHU UM, 

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si 
NIP. 19600429 199311 1 002 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT 

N0M0R 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 3 TAHUN 2007 TENTANG PED0MAN 
PENYUSUNAN 0RGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA, 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 4 
TAHUN 2007 TENTANG AL0KASI DANA DESA, PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 8 TAHUN 2007 TENTANG 
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 9 
TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA, DAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT N0M0R 25 TAHUN 2007 
TENTANG PED0MAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN 

PERATURAN DESA 

I. UMUM 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noinor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
serta Peraturan Mep.teri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
111 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, telah 
mengamanatkan agar daerah menindaklanjuti pengaturannya lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati/ Walikota. Pada saat ini daerah telah mempunyai 
keseluruhan Peraturan Bupati yang diamanatkan oleh peraturan-peraturan 
tersebut, yaitu dengan telah ditetapkan : 
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Noinor 43 Tah-un 2014 tentang 

Peraturan Bupati tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, dan 
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; 

b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa; 

c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 

d. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Norn.or 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

e. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Kotawaringin Barat; dan 

f. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyusunan Peraturan di Desa. 



-2-

Dengan telah ditetapkanya semua Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 
sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber 
Pendapatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan 
Peraturan Desa, perlu dicabut dengan Peraturan Daerah ini. 

11.PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
CukupJelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 
2017 NOMOR: 68 


